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BUPATI TABALONG 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TABALONG 
NOMOR (;(o TAHUN 2016 

TENTANG 

· TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, 

SURAT KETETATAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT 
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI TABALONG, 

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 


















